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ABSTRAKSI

i Islam merupakan kajian baru yang harus
1. Selama ini aspek yang menjadi perhatian
alah lembaga keuangan terutama perbankan. Kajian
'mmr riil pada dasarnya juga harus dikembangkan dan
i secara lebih mendalam. Penelitian ini membahas
i sistem peternakan yang disebut belahan. Sistem ini
lakukan oleh masyarakat Tanjung Pura, Kabupaten
ropinsi Sumatera Utara secara turun-temurun. Sistem
kan pemilik modal dan peternak sebagai pengelola
m tersebut.  Penelitian ini menun]ukkan bahwa sistem

n telah  memenuhi prinsip-prinsip syariah yaitu
sinya akad syirkah (ketjasama) yaitu mudharabah (bagi
Dengan demikian, sistem belahan dapat dikembangkan
“untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat namun
‘harus ada perbaikan teknis terutama dari aspek penanganan
‘moral hazard (penyimpangan/kecurangan). Penelitian  ini
'marekomendas&an untuk adanya kajian akademis yang lebih
‘mendalam terhadap berbagai kearifan lokal masyarakat yang
ekonomi Islam baik dari sisi teori maupun praktik.




KATA PENGANTAR

bangan Ekonomi Islam tidak hanya terkait

kemiskinan, Selama ini banyak sistem usaha

at yang dilakukan dengan prinsip ekonomi Islam

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali kegiatan-
Wtan ekonomi di masyarakt yang dapat disinerjikan dengan
’ &mmml Islam. Dengan diketemukannya sistem tersebut, maka
diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Penehtl mengucapkan terima kasih kepada Lembaga
P’eﬁblitia;n IAIN SU yang telah memberikan kemudahan dalam

: 'wvm Jlitian ini. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi
Jtan akademik di bidang ekonomi Islam dan dapat pula
dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya.

Medan, 31 Oktober 2013

Peneliti
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BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di dunia sudah
menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Keadaan ini
ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan lembaga keuangan
di seluruh dunia. Di Indonesia, pertumbuhan jumlah lembaga
keuangan dan asset yang dimilikinya juga menunjukkan hal
yang sama.! Saat ini, asset perbankan syariah di Indonesia
hampir mencapai 5%. Kendati masih sedikit jika dibandingkan
dengan Malaysia, namun perkembangan perbankan syariah di
Indonesia pada dasarnya menunjukkan kinerja yang jauh lebih
baik.”

Lembaga keuangan non bank juga menunjukkan kinerja

yang mengesankan. Lembaga seperti asuransi, pasar modal,

IKarnaen Perwataatmadja dan Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana
Bank Islam (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), h. 85. M. Amin Aziz,
Mengembangkan Bank Islam di Indonesia (Jakarta: Penerbit Bangkit, 1992),
119-120. Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25. Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum
dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Jakarta: Rajawali
Press, 2004), 60-61. Veithzal Rivai, dkk, Bank and Financial Institution
Management, Conventional and Sharia System, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2007), h. 739-741. Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan
Syariah (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009), 63.

www.bi.go.ihttp:/ www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syar
iah/d



pegadaian, mulitfinace, tumbuh pesat dan terus berbenah diri.
nbangan lembaga-lembaga ini tentu memberikan dampak

m positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

Lembaga keuangan mikro syariah juga tumbuh pesat
bah teiah menjadi ikon khusus Indonesia di kancah dunia.
aan lembaga mikro syariah telah banyak menjadi bahan

dan :penelitian berbagai kalangan. Peran lembaga mikro
) diah diharapkan mampu mengisi ruang kosong dan berperan
m ﬂkl?lf terutama menyasar para pengusaha kecil yang selama
iﬁi tiéak bisa tersentuh oleh layanan perbankan.

~ Berdasarkan kajian dari praktisi perbankan syariah
Baljeet kaur Grewal dari Kuwaity Investment Company, °
Indonesia menduduki kluster ketiga dari empat kluster negara-
negara yang sudah memiliki perbankan syariah yang baik
berdasarkan kepada pada inovasi produk dan pengembangan
pasar. Dalam kluster itu, Indonesia berdampingan dengan
Brunei Darussalam dan Arab Saudi. Ketiga negara ini, masih
kalah jika dibandingkan dengan Malaysia, Uni Emirat Arab dan
Bahram, yang berdasarkan kajian Baljeet berada pada kluster

*

} Baljeet Kaur Grewal dalam tulisan Prospect and Oppurtunity In
Islamic Capital Markets, pada tanggal 20 Oktober 2013.
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pertama. Adapun dua kluster terbawah ditempati oleh negara-
negara seperti Inggris dan Amerika Serikat.*

GROWING RELEVANCE OF ISLAMIC FINANCE IN ASIA
Level of Commitment

Mataysia, Kuwait,

. S.Arabia, UAE
Cluster 4 Bahrain

Cluster 3 X
Rrisned, indonests, South

Africa, Morocco, Turkey,

Qatar,

Syria, Lebanon, Germany, US4,
Singapore

Monitor
Development

China, Indid, Hong Kong,
Wait and See Azerbaijan

Explore Market  Sporadic Market Development Market Expansion  Market
Potential Development  Activities Activities Research

Sumber : Baljeet Kaur Grewal dari Kuwaity
Investment Company (2008)

Jumlah perbankan syariah tumbuh secara signifikan.

Apabila pada tahun 2007, jumlah bank umum syariah baru 3

buah, maka pada Juni 2011 sudah menjadi 11 buah. Jumlah
jaringan kantor pada Des 1997 sebanyak 579 kantor, maka pada

4 Moch. Wahyudi, 40 Produk Perbankan Syariah Menunggu Fatwa
DSN, Kamis 5 Februari 2009, diunduh  dari  situs
http://keuangamkontan.co.id/news/40-produk-perbankan-syariah-menunggu—
fatwa-dsn pada tanggal 14 Oktober 2013.



~ Juni 2012, sudah menjadi 1999 kantor. Data tentang jaringan
kantor perbankan syariah dapet dilihat pada tabelk di bawah ini

N T :Tabel 1.2
.~ Perkembangan Jumlah Jaringan Kantor Bank Syariah
T 2007-2012

i)

1800
whod?
1400
1200
mv
v
600
400
200
7 0

Des'07 Des'08 Des'09 Des'10 Des'11 Jun'1l

Jumlah BPRS o @ 131 150 155 156

| Jaringan Kantor 185 202 225 286 364 378
- Growth Kantor 9,2% 11,4% 27,1% 27,3% 3,8%

Data di atas menunjukkan pertumbuhan tiga jenis
lembaga perbankan syariah, yaitu bank umum syariah, unit
usaha syariah dan BPR Syariah. Sejak Desember 2007,
pertumbuhannya cukup bagus. Pada Desember 2007 jumlah




kantor Bank Umum Syariah sebanyak 398,Unit Usaha Syariah
170 kantor dan BPR Syariah 185 kantor. Kemudian pada Juni
_- 2011, jumlah kantor Bank Umum Syariah meningkat menjadi
- 1529 kantor, Unit Usaha Syariah 470 kantor, sedangkan BPR

Wmengadl 378 kantor.
Dari segi asset, dana pihak ketiga dan pembiayaan

rbankan syariah, perbankan syariah mengalami pertumbuhan
m sangat pesat.  Data di bawah ini menunjukkan
bangan asset, Dana Pihak Ketiga, serta pembiayaan

petbmkan syariah.
Tabel
Statistik Perkembangan Aset, DP 11 dan Pembiayaan Perbankan
' Syariah 2008-2012

Statistik Perkembangan Perbankan Syariah

Perkembangan Aset, DP lil, dan Pembiayaan Perbankan
Syariah (BUS, UUS dan BPRS) dalam milyar Rp

i

Des'06 Des'07 Des'08 Des'09 Des'10 Des'11 Jun'12
i g A e y sk E X ®Aset #DanaPhlll % Pembiayaan

35,8% 33,1%
Penghimpunan Dana Pihak I} 42,9% 43,0% 45,1% 51,4% 3,62%
Pembiayaan 46,0% 22,9% 44,9% 50,0%  14,70%

Sumber data : Bank Indonesia (2012)




. Data itu menunjukkan bahwa asset dan pembiayaan

| syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat

Aekzim 40-45 persen pertahun.

e ? - Demikianpun, beberapa problem terkait perkembangan
o ﬁmmﬂah ini patut terus dicarikan jalan keluarnya. Dalam

I mgparbankan misalnya, ada beberapa permasélahan yang

lmm dicarikan jalan keluar seperti :

1. Kecilnya market share. Hal ini tentu berdampak kepada

" masih kecilnya kontribusi yang bisa diberikan oleh

~ perbankan syariah terhadap perekonomian Indonesia.

:I‘_' ~ Menyikapi ini, berbagai kebijakan telah dan akan terus

~ digencarkan baik dari interen bank sendiri maupun lembaga

diurat'perbankan.s

2. SDMyang masih minim.

3. Produk-produk yang masih belum bervariasi dan

hanya pada produk keuangan semata.
‘Kurangnya inovasi produk antara lain, dikarenakan
kemampuan SDM yang masih terbatas sepeti yang yng
disebutkan dalam point 2 di atas. Akibatnya, SDM yang ada

5 Mulya E. Siregar, Bl: Inovasi Produk Menjadi Kunci Sukses
Perbankan Syariah, Rabu, 12 Januari 2011.  diunduh dari situs
http://www.infobanknews.com/201 1/01/bi-inovasi-produk-menjadi-kunci-
sukses-perbankan-syariah/ pada tanggal 5 Oktober 2013.




-

~ kurang mampu mengembangkan produk dengan kreatif dan
- inovatif’
4, Sosialisasi ekonomi syariah yang masih minim.

~ Permasalahan legalitas juga harus dicarikan jalan

Nﬁﬂmy& Kebijakan pengembangan ekonomi syariah di

Indonesia masih harus terus digenjot sehingga peran pemerintah
' harus lebih pro aktif. Berbagai unadng-undang dan peraturan
 terkait pengembangan ekonomi syariah harus terus dilahirkan
 atau dirubah, Selama ini terlihat bahwa inistitif dan peran aktif

pegiat ekonomi syariah masih banyak bersifat bottom up. Ini
 tentu berbeda dengan negara Malaysia —misalnya- yang bersifat
ttom dari pemerintah.

~ Beberapa pengembangan lembaga keuangan syariah juga

tampak diupayakan peningkatannya seperti Baitul Mal
Wattamwil (BMT). Keberadaan BMT telah membuat
pengembangan ekonomi Islam khususnya di Indonesia menjadi
cukup unik. BMT juga menginspirasi munculnya lembaga-
lembaga keuangan mikro syariah’ lainnya seperti Koperasi Jasa

6 Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta:
UIN Press, 2009), 163-164. Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan
Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011 , (Jakarta: Bank Indoensia, 2002).

"Lembaga keuangan mikro (Islamic Microfinance) merupakan bank
sosial yang pertama kali modelnya digunakan di Mesir tahun 1960-an yaitu
dengan berdirinya Mit Ghamal. Lihat, tulisan Mehmet Asutay, Islamic
Microfinance: Fulfilling Social and Developmental Expectations dalam,




jangan Syariah (KJKS). Sampai saat ini lembaga-lembaga ini
tumbuh marak di perkotaan maupun daerah pedesaan dengan
jumlah diperkirakan lebih dari 3000 unit. Dengan struktur
perekonomian Indonesia yang 99% didominasi oleh UMKM,
 maka peran BMT/KJKS dirasakan sangat penting dalam
mny’ani kebutuhan jasa keuangan berdasarkan syariah untuk

rakat di segmen menengah ke bawah. Dengan besarnya
Mab pelaku UMKM dan BMT/KJKS, Indonesia layak disebut
negara terdepan dalam aplikasi Islamic Microfinance. Saat ini
Indonesia bahkan dapat dikatakan sebagai model lembaga
keuangan mikro baik keuangan mikro syariah maupun keuangan
konvensional. Kondisi ini pula menempatkan Indonesia sebagai
negara percontohan untuk aplikasi keuangan mikro. Khusus
berkaitan dengan lembaga mikro syariah, dalam beberapa

forum, workshop, konferensi atau studi komparatif —(yang
dilakukan delegasi negara lain ke Indonesia), materi yang sering
diminta biasanya adalah berkaitan dengan pengalaman
Indonesia dalam mengaplikasikan lembaga mikro syariah ini

Kondisi ini sangat membanggakan sekaligus sebagai tantangan

Adam Durchlag and Thomson Reuters, Islamic Finance: Instruments and
Markets London Bloomsburry 2010), 29.

1 t.com/2011 05 01 archive.html diakses
tanggal 1 Oktober 2013.



tersendiri bagi Indonesia dan komunitas ekonomi syariah yang
ada. :

Selain BMT, banyak pula sektor ekonomi syariah yang
harus dicarikan pola pengembangannya. Selama ini aspek

ckonomi syariah masih didominasi oleh sektor keuangan

a perbankan. Pada satu sisi, perbankan syariah sangat
dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa, namun di sisi
lain jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan pengusaha
(entrepreneur) akan dapat menyebabkan terjadinya jurang
pemisah (gap) antara sektor riil dengan keuangan.

‘Metode yang tepat untuk mengembangkan sektor riil
syariah adalah menginventarisir berbagai model bisnis lokal
yang bisa disinerjikan dengan akad syariah. Setelah ditemukan
baru kemudian disinerjikan dengan lembaga keuangan syariah
yang telah ada baik lembaga bank maupun non bank. Jika cara
ini digunakan maka akan mendapatkan 3 (tiga) keuntungan
yaitu:

1. Semakin banyaknya model-model bisnis dengan muatan
kearifan lokal yang bisa dikembangkan. Selama ini
kearifan-kearifan lokal berbasis syariah masih minim dikaji
karena fokus utamanya biasanya didominasi oleh sektor
keuangan semata.
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2. Terciptanya pengusaha-pengusaha yang akhirnya akan
berdampak pada perbaikan ekonomi msyarakat dan negara.

3. Terjadinya pertumbuhan pada sektor riil terutama bidang
pertanian dan peternakan yang selama ini masih belum
begitu diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah.

Salah satu sektor riil yang menarik untuk dikaji adalah
terkait dengan bidang peternakan. Saat ini pembiayaan sektor
peternakan dalam perspektif syariah masih cukup minim
dilakukan baik oleh para akademisi maupun lembaga keuangan
syariah padahal potensi pengembangan peternakan dengan pola
syariah dapat juga mengembangkan lembaga keuangan syariah
secara keseluruhan padahal sektor peternakan padahal sektor
peternakan sangat menentukan perekonomian dan kecukupan
konsumsi masyarakat. Menariknya, di masyarakat terdapat
model pengembangan usaha peternakan  yang layak
dikembangkan dan dikaji oleh pegiat ekonomi syariah seperti
sistem bagi hasil’ dalam peternakan seperti peternakan sapi dan
kambmg dengan sistem bagi hasil.

"Pergeseran istilah “bagi hasil dan kerugian” (profit and loss sharing)
menjadi “bagi hasil” (profit sharing) dalam kemitraan bisnis mudharabah,
menurut penulis, disebabkan dua alasan. Pertama, karena untung-rugi dalam
sebuah bisnis selalu saja diukur dan diidentikkan dengan materi, sehingga
kerugian yang bersifat non-materi seperti tenaga (usaha) dan waktu tidak
dianggap sebagai kerugian. Demikian halnya di dalam mudharabah, dimana
ketika usaha yang dilajalankan memperoleh keuntungan, maka keuntungan
akan dibagi antara si pemilik modal (sahibul mal) dan pekerja (mudharib).
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Daerah-daerah yang menerapkan sistem bagi hasil dalam
pengelolaan temak sapi dan kambing pada dasarnya cukup
banyak di Indonesa. Akan tetapi, keberadaan para peternak ini
tidak begitu terekspose dan berkembang karena biasnaya

can secara kecil-kecilan. Dikaenakan cakupannya masih
kecil, maka biasanya para pemilik modal juga tidak terlalu
tertarik dengan bisnis ini dan lebih memilih bisnis yang lebih
mudah akrab di telinga mereka.

Di beberapa desa di kecamatan Tanjung Pura'’

Kabupaten Langkat juga dapat ditemukan keberadaan sistem

Namun, apabila usahanya mengalami kerugian, maka kerugian modal
tersebut menjadi tanggungan si sahibul mal saja. Padahal si mudharib juga
menanggung kerugian tersebut dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran
dan lainnya. Kedua. Untuk menghindari kesan negatif dari kemungkinan
terjadinya kerugian, sehingga yang lebih ditonjolkan adalah sisi untungnya
saja.

: "Tanjung Pura adalah adalah salah satu kecamatan yang terdapat di
KAbupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan angka hasil
Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah
902.986 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,14 persen pada periode
1990-2000 dan kepadatan penduduk sebesar 144,17 jiwa per km’. sedangkan
tahun 1990 adalah sebesar 1,07 persen. Untuk tahun 2008, berdasarkan hasil
proyeksi penduduk Kabupaten Langkat bertambah menjadi 1.042.523 jiwa
dengan laju pertumbuhan penduduk 1,80 untuk periode 2005-2010.
Berdasarkan hasil SP2000 penduduk Kabupaten Langkat mayoritas bersuku
bangsa Jawa (56,87 persen), dikuti dengan suku Melayu (14,93 persen),
Karo (10,22 persen), Tapanuli / Toba (4,50 persen), Madina (2,54 persen)
dan lainnya (10,94 persen). Sedangkan agama yang dianut penduduk
Kabupaten Langkat mayoritas agama Islam (90,00 persen), Kristen Protestan
(7,56 persen), Kristen Katolik (1,06 persen), Budha (0,95 persen) dan lainnya
(0,34 persen). Lihat, http://www.langkatkab.go.id/page.php?id=203 diakses
tanggal 1 Oktober 2013.
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bagl hasil pada peternakan ini. Sistem ini bahkan telah

dilakukan turun-temurun dengan pola tradisional. Sebutan untuk

sistem bagi hasil ini adalah sistem “belahan” dimana si pemilik

al memberikan uangnya kepada peternak untuk dibelikan
bibit sapi atau kambing yang kemudian dipelihara dan
dikembang biakkan sampai periode waktu tertentu. Hasil dari
ternak yang berkembang tersebut kemudian dijual dengan

tungan yang dibagi menurut perjanjian di awal.
~ Pada dasarnya, sistem ini cukup memberikan bagi hasil
yang menguntungkan, namun keberadaanya terlihat kurang
berkembang, yang ditandai dengan masih minimnya ketertarikan
masyaakat terhadap sistem ini. Selain itu, juga ditemukan
berbagai kendala-kendala yang dihadapi para peternak dalam
mengelolaan bisnisnya termasuk juga risiko-risiko  yang
mungkin terjadi. Kendala-kendala tersebut baik terkait dengan
tata kelola bisnis yang baik, aspek manajemen keuangan,
maupun strategi pengembangan bisnis menjadi lebih besar. Hal
ini tentu juga membutuhkan edukasi dan pembinaan lebih

maksimal dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya.
Berdasarkan hal di atas, maka peneliti tertarik untuk

meneliti keberadaan sistem ini secara lebih lengkap dan

meninjaunya  dari  persepektif ~ekonomi syariah  dan
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mengangakatnya dalam sebuah penelitian dengan judul
“IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DALAM

' SEKTOR RIIL: Studi Terhadap Pengembangan Bisnis

eternakan Dengan Sistem “Belahan” Di Kecamatan Tanjung
Pura Langkat.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menajdi permasalahan dalam penelitian ini

1. Bagaimanakah mekanisme bisnis peternakan dengan
sistem (belahan) di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten
Langkat.

2. Bagamana persepsi masyarakat terhadap ekonomi
syariah terhadap sistem “belahan” ini.

3. Bagaimana implikasi bisnis ini terhadap perekonomian

masyarakat dan kendala yang dihadapinya.

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengetahui mengenai mekanisme bisnis peternakan
dengan sistem “belahan” di Kecamatan Tanjung Pura
Langkat.
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2. Mengetahui perspektif syariah terkait dengan sistem
bisnis peternakan ini.

ahui sejauh mana bisnis peternakan dengan

{e ~ Penelitian akan memberikan manfaat kepada:
1. Kalangan akademisi ekonomi syariah ~ dalam
- merumuskan berbagai teori dan konsep yang tepat bagi

yengembangan ekonommi syariah tidak hanya di

ﬂnu - Indonesia tapi juga di dunia.
&3 il Kalmgan praktisi dari lembaga keuangan syariah

a mereka mampu merumuskan produk dan akad

~ yang tepat dalam pemberdayaan sektor bisnis yang

- terdapat di masyarakat.

3, Kalangan  masyarakat ~umum  yang  ingin

~ mengembangkan pola bisnis berdasarkan akad syariah
akan mendapatkan pemahaman mengenai semua asek
terkait bisnis syariah dengan analisis SWOT nya.

4. Kalangan pemangku kebijakan akan didorong untuk
merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak kepada
peningkatan sektor riil secara lebih aktif.

4
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eiarah Ekonomi Islam

Ekonomi Islam telah mengalami evolusi cukup panjang.

' _,@ membagl fase perkembangan ekonomi Islam ke dalam 4
rﬁf, SENEEAT
, mw fase. Fase pertama ya1tu masa pembentukan fondasi

!h} "»u‘;.; :
dalam pmlkll’ﬂn ekonomi Islam adalah ulama fikih, sufi dan

%oaof Fase kedua, terjadi sampai tahun 859 H (1446 M)
&E;;ana pada saat ini, para ulama banyak meninggalkan warisan-
warisan intelktual. Fase ketiga terjadi antara tahun 850 H — 1350
H (1446 M — 1932 M) yang ditandai dengan terjadinya stagnasi
&lam pemikiran kaum muslimin. Fase keempat adalah fase saat
m yang dlmulal dari tahun 1350 H (1932 M) sampai periode
komemporer.

Kajian ekonomi Islam  kontemporer semakin

mendapatkan perhatian yang serius ketika untuk pertama kalinya

I Siddigi, M.N, “Islamic Economic Thought: Foundation,
Ewlumn and Needed Direction”, in AbulHasan M. Sadeq and Aidit
Ghazali (eds.), Reading in Islamic Thought, (Kuala Lumpur: Longman
Malaysia, 1992), 14-32.
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diadakan seminar Ekonomi Islam I yang diadakan di Jeddah
pada tahun 1976. Seminar tersebut dapat dianggap sebagai
langkah awal pembentukan fondasi awal kajian ekonomi Islam
yang lebih komprehensif dan sistematis."®

(3

5 Namun, berbeda dengan perkembangan ekonomi dalam
bentuk kajian, perkembangan ekonomi Islam dalam bentuk
institusionalisasi justru telah lebih dahulu terwujud. Ini bisa
terlihat dari pendirian beberapa lembaga keuangan Islam seperti
Mit Gamar Bank (1963-1967) yang didirikan di Mesir'®. Bank
ini dianggap sebagai perintis munculnya lembaga keuangan
Islam pertama di dunia yang kemudian menginspirasi pendirian
lembaga keuangan Islam lainnya."* Dalam operasionalnya, bank

,“‘

e 12 Khurshid Ahmad, salah seorang tokoh yang hadir dalam seminar
tersebut menyatakan bahwa momentum seminar tersebut dapat dianggap
se transisi dari kajian mengenai »ajaran-ajaran ekonomi dalam Islam”
menjadi kajian “Ekonomi Islam”. Lihat, Ahmad, Khurshid dalam pengantar
buku M. Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking: A Survey of
Contemporary Literature, (UK : The Islamic Foundation, Leicester,
1981), v.

\ 13 Ahmad al-Najjar, Bank Bila Fawaid ka Istirajiyah lil tanmiyah al-
igtisadiah, (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972), hal. 30. Lihat
juga, Mohd Ma’sum Billah, Islamic Banking and Growth of Takaful dalam
M. Kabir Hasan dan Mervyn K. Lewis, Handbook of Islamic Banking, (UK :
Edward Elgar Publishing Limited, 2007), 401

4"Mit Ghamar Bank pada dasarnya adalah bank pedesaan yang
diprakarsai oleh Ahmad El Najjar didirikan di kota Mit Ghamar, Mesir. Bank
ini berhubungan dengan masyarakat yang saat itu belum bersentuhan dengan
lembaga keuangan. Selain itu, masyarakat Mit Ghamar cendrung tidak
mempercayai bank-bank yang beroperasi dengan cara Barat. Pada tahun 1972
bank ini dinasionalisasikan dan menjadi bagian dari Nasr Social Bank yang
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ini lebih menekankan pada kegiatan penyimpanan dan investasi

cetimbang sebagai bank komersial."” Bank ini terlibat ke dalam
pembiay aan di sektor pedagangan dan industri serta memberikan
w hasil bagi para penabungnya. Bank ini akhirnya ditutup
tahun 1967 disebabkan karena permasalahan politik di

Selain Mit Ghamar di Mesir, pada tahun 1963 di
Malaysia, juga telah berdiri sebuah lembaga bernama

erbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji (Muslim
Pilgrims Savings Corporation). Lembaga yang kemudian pada
tahun 1969 berubah nama menjadi Lembaga Urusan dan Tabung
Haji atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tabung Haji ini
Wmai dalam bentuk kegiatan non bank. Ada 2 (dua) tujuan
dirian lembaga ini yaitu : (1) Sebagai lembaga penyimpan
dana haji bagi muslim yang akan menunaikan ibadah haji ke

juga merupakan bank yang menerapkan prinsip bebas bunga. Prakarsa
Ahmad El Najjar dilakukan tanpa membawa label-label Islam yang
mencolok. Ini dilakukannya untuk menghindarkan diri dari stigma
fundamentalisme Islam yang saat itu dianggap bertentangan dengan
pemerintah Mesir. Penjelasan tentang Mit Gamar lihat, Humayon A. Dar and
John R. Presley, Islamic Banking, dalam Andre W. Mullineux (ed),
Handbook of International Banking, (UK : Edward Elgar Publishing Limited,
2003 ), 192-193

15 | ihat, Siddiqi, M.N, Islamic Banking : Theory and Practises,
(1998)

16 gudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam,(Kuala
Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), 3-4
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h atau Madinah dan (2) Memberi kesempatan berupa
siatan  investasi kepada kaum muslim dalam sektor
~ perdagangan, industri, pertanian bahkan real estate. 7 Tabung
m inilah yang kemudian yang menjadi pendorong berdirinya
ok Islam Malysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983.

'ujuan dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Untuk memberikan pemahaman  yang lebih
Mamlf Akram Khan mencetuskan istilah fala yaitu
tmuan dari aktifitas ekonomi Islam itu sendiri. Menurutnya,

stilah falah{ mencakup tujuan manusia yaitu kebahagiaan
manusia atau keberhasilan hidup manusia. Dengan demikian,

| ﬁm ekononn Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang

na manusia mencapai kebahagiaan hidup yang d1capa1

“atas dasar gotong royong dan partisipasi.18 Konsep falah{
memiliki dimensi dan implikasi yang luas baik dalam aspek

17 Andre W. Mullineux (ed), Handbook of International Banking,
(UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2003 ), 193

18\ fuhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics
abad: International Institute of Islamic Thought, 1994), 34.
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md:i idual (mikro) maupun kolektif (makro). Penjelasan Akram
@m tersebut digambarkannya dalam tabel di bawah ini:

!

i

Tabel 2.1.

Human Falah Dalam Ekonomi Islam

‘ IM
M

2/Lp[Feri o8/,

Tingkat Mikro Tingkat
y Makro
~_ Ketahanan Ketahanan biologis, | Keseimbangan
| (survival) seperti: sehat fisik, | ekologi,
bebas dari sakit | lingkungan
f yang  sehat,
; dan  bantuan
kesehatan bagi
semua orang
' FALAH Ketahanan ekonomi | Manajemen
seperti: sumber daya
kepemilikan alam  untuk
terhadap sarana | menciptakan
hidup kesempatan
T“m kerja bagi
s u masyarakat

q

19\fuhammad Akram Khan, 4n Introduction to Islamic Economics
(International Institute of Islamic Thought: Islamabad, 1994), 35.
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Ketahanan  sosial
seperti:
persaudaraan  dan

hubungan harmonis

Keterikatan
sosial,
hilangnya

konflik antara

seperti:  kebebasan

interpersonal kelompok
berbeda
Ketahanan  politik | Kemerdekaan

dan kebebasan

dan partisipasi | sebagai sebuah
politik entitas
dari | Mengurangi Menyediakan
| keinginan kemiskinan kebutuhan
masyarakat
Mandiri,  seperti: | Mempersiapka
memilih  bekerja | n sumber daya
dan tidak menjadi | bagi generasi
beban akan datang
Kekuatan dan | Harga diri Kekuatan
penghormatan ekonomi dan
bebas dari

hutang
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Kemerdekaan Kekuatan
masyarakat, militer
Berhiiki b perlindungan

kehormatan dan

kehidupan

et~ IR A

shammad Akram Khan (1994)
~ Selain Akram Khan, Umer Chapra juga menekankan

i
r

bahwa tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan

nanusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip  maqa<s{id

atan) sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Dalam
Wmﬁmmakan kesejahteraan masyarakat, maka tugas yang
dilakukan ekonomi Islam adalah:

1. Mempelajari prilaku-prilaku sebenarnya dari individu dan
&1 slompok perusahaan-perusahaan, pasar dan pemerintah.
Sebenarnya tugas ini telah dilakukan oleh ekonomi

konvensional tetapi tidak memadai karena mereka hanya

membatasi kepentingan tersebut hanya dalam aspek
duniawi semata dan dalam bentuk maksimalisasi
pencapaian kekayaan materi.

2. Menunjukkan  jenis prilaku yang diperlukan untuk
mencapai tujuan. Dengan adanya nilai-nilai moral yang
ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan, maka

ilmu ekonomi Islam mungkin perlu mempertimbangkan
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mlm—nilm dan lembaga-lembaga Islam dan secara ilmiah

lisis dampaknya terhadap selera, preferensi dan

Wﬂ& ekonomi dan politik. Strategi ini diarahkan untuk

u prilaku pemain pasar yang sehingga alokasi dan
e&lsﬂ'ibmsl sumber daya sedekat mungkin mengarah kepada
m yang dibutuhkan oleh tujuan ekonomi Islam. Dalam hal
¢ s diperlukan strategi perubahan sebagaimana yang telah
 dilaku oleh nabi Muhammad Saw. Menurutnya,

Islam dibentuk berdasarkan paradigma bahwa
! Mma tidak semata-mata tergantung pada maksimalisasi
kesejahteraan dan konsumsi. Manusia membutuhkan

keseim antara materi dan spiritual. Kebutuhan
spiritual juga tidak semata-mata terpenuhi dengan
aktifitas sholat tetapi juga harus mencakup

prilaku individu dan sosial yang sesuai dengan syariat.
Penolakan terhadap kebutuhan material dan spiritual akan
“menyebabkan tidak terealisasinya tujuan hidup manusia
yang ditandai dengan sikap frustasi dan sakit jiwa. 4

0Umer Chapra, M. Umer Chapra, The Futures of Economics: An
Islamic Perspective (Leicester: Islamic Foundation, 2001), 132.
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 Volker Nienhaus yang mencermati perkembangan

e

i Islam menyatakan setidaknya ada empat pendekatan

oleh para penggagas ekonomi Islam,

ndekatan Pragmatis.

Jtan ini lebih berorientasi pada terciptanya kerjasama

m konkret seperti yang dilakukan oleh Konferensi Dunia
Mmhm dan Tatanan Ekonomi Masa Depan di London tahun
1977 yang memuat berbagai keputusan antara lain: 1.

irikan lembaga informasi ekonomi, organisasi dan standar

 kamar dagang dan industri, termasuk juga

mm yang menjamin kredit ekspor; 2. Mendirikan institusi

kan dan riset Islam termasuk juga berbagai yayasan yang
Jempromosikan pendidikan, sains dan teknologi yang bertujuan
eurangi ketergantungan teknologi terhadap negara-negara
lain; 3. Mendirikan lembaga-lembaga yang berorientasi pada

sumber makanan, penyimnpanan makanan, dan

rencana pertanian untuk negara-negara Muslim; 3.

Mendirikan lembaga penyimpanan Islam untuk membantu

21y ww.kantakji.com/figh/Files/Economics/Islamic_EconomicsPrag
matism_Utopia.pdf diakses tanggal 12 Oktober 2013
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investasi  (Islamic Development Fund) selain

ic Development (IDB) yang telah ada ada membuat

. pembangunan multinasional secara menyeluruh
1k juga mendirikan pasar negara Islam dan blok mata
lam seperti blok Dollar atau blok Euro. %

rdekatan Resitatif

"’

ekatan ini dilakukan dengan mengelaborasi ayat-ayat
» maupun teks hadis mengenai aturan mengenai

1i. Aturan tersebut bisa berbentuk suruhan maupun
idaknya ada 3 (tiga) norma fundamental dalam

Wwam terkait dengan ekonomi yaitu: 1. Ajaran mengenai
kepemilikan. Menurut ajaran ini, maka manusia hanyalah
merupakan khalifah Allah di muka bumi sehingga sumber daya
m adalah milik Allah sehingga ia tidak boleh semana-mena
anfaatkannya tanpa memperhatikan hak manusia lain; 2.

mengenal cara mendapatkan harta. Dalam hal ini
» diharuskan bekerja dengan cara halal secara maksimal
dm lebih yang bertujuan pula untuk memberikan kontribusi bagi
masyarakt misalnya dengan membayar zakat; 3. Ajaran

men ngenai penggunaan harta. Dalam hal ini tidak diperbolehkan

 2yww.kantakji.com/figh/Files/Economics/Islamic_EconomicsPrag
matism_Utopia.pdf diakses tanggal 12 Oktober 2013
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melakukan tindakan peimbunan harta yang menyebabkan orang
3. Pendekatan utopia

Pendekatan utopia ini tidak didasarkan pada terbentuknya
institusi-institusi tapi lebih diarahkan pada tindakan manusia
yang dijiwai oleh rasionalitas Islam (islamic rationality). Hal ini
disebabkan karena reformasi sosial tidak bisa dicapai tanpa

erlebih dahulu ada perubahan dalam diri manusia itu sendiri

yang dilakukan dengan memperbaharui moralitas (moral
renewal). Internalisasi moral inilah yang akan bisa

 sifat-sifat jahat dalam pikiran manusia. Oleh

menghilangKa

karena itu, yang menjadi tujuan bukanlah perubahan institusinya

'Ii'm LIRS 3 A
 PPendekatan resitatif juga bisa dilakukan dengan menggunakan
matemogi atau akhlak. Pendekatan ini menghasilkan sesuatu yang lain,
nisalnya etika ekonomi. Dengan demikian, konsep ekonomi Pancasila juga
dapat dimasukkan ke dalam contoh pendekatan resitatif. Konsep ini
dikembangkan dengan cara menafsirkan pasal-pasal, khususnya pasal 33
JUD 45. Berdasarkan pasal ini, dapat dikaji mengenai koperasi dan
perusahaan negara atau pengembangan demokrasi ekonomi. Sila-sila dalam
Pancasila juga dapat ditafsirkan ke dalam dimensi ekonomi atau
mengkaitkannya dengan ajaran Islam, misalnya mengenai hak milik,
; an hidup dan hak-hak asasi manusia. Di Indonesia, tokoh
kontemporer yang terkenal menggaungkan ekonomi Pancasila adalah Sri-Edi
Swasono yang menekankan pentingnya untuk melakukan reaktualisasi nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, ekonomi Pancasila sarat dengan nilai-nilai agama, membedah
liberalisme sekuler neoklasik dan menentang materialisme yang diusung
ideologi pasar-bebas. Ekonomi Pancasila menjadi paripurna dari segi
ideologi dan moralitas sehingga ekonomi Pancasila kompatibel dengan
ekonomi syariah walaupun tidak bisa substituabel. Lihat, Sri-Edi Swasono,
Ekonomi Islam Dalam Pancasila (Surabaya: Unair, 2008), 25.
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namun lebih kepada upaya membentuk manusia baru dengan
moral yang baik.

L Pendekatan adaptif.

- Pendekatan ini dilakukan biasanya dilakukan dengan 2
W) cara yaitu baik dengan upaya menyesuaikan ajaran al-

W@engm ideologi Barat atau dengan reinterpretasi berbagai
Islam ke dalam situasi kekinian secara independen. Contoh
ini dapat dilihat pada penafsiran riba yang

an saat ini. Berdasarkan pendekatan ini maka riba
ang berhubungan dengan kredit pada sektor produksi tidak
m ke dalam larangan al-Quran maupun hadis karena
W bertujuan untuk eksploitasi prang miskin. Beberapa tokoh

yang mencoba menggagas pemikiran melalui pendekatan adaptif
misalnya, MusUafa al-Siba’i, seorang ulama Syiria, yang

sencoba merumuskan gagasan sosialisme Islam. Soekarno

pula berspekulasi tentang sosialisme  model
Indonesia. Syahrir mencita-citakan sosialisme kerakyatan
sebagai alternatif terhadap ide komunisme. Adapun yang
dimaksud dengan sosialisme kerakyatan adalah sosialisme

demokrasi yang telah dikembangkan oleh negara-negara atau
partai-partai di Eropa Barat. Sungguhpun demikian, banyak
pemikir  berpendapat bahwa konsep-konsep sosialisme
maupun kapitalisme dewasa ini, sudah tidak relevan.
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Sosialisme formal telah runtuh. Kapitalisme juga sudah
banyak menyerap ide-ide sosialis sehingga juga mampu
bertahan. Baik sosialisme maupun kapitalisme telah
myesuaﬂcan diri secara mendasar. Inilah yang mendorong
Paul Samuelson mengambil kesimpulan bahwa yang berlaku
w ini adalah ekonomi campuran (mixed economy) dimana
m&rteiah dikendalikan oleh negara-negara yang mengadopsi
ide-ide sosialis. Sebenarnya, sejak awal, ekonom Islam sudah
memulai wacananya dengan mengkritik dan menolak gagasan
kapitalis maupun sosialis. Sebagai contoh adalah tulisan

ammad Bagir Sadr dari Iran yang mencoba merumuskan
IqtiDidduna (ekonomi kita). Bukunya dapat dianggap sebagai
kritik terhadap dua ideologi dominan tersebut walaupun ia
sebenarnya juga telah menyerap ide sosialis dan kapitalis. **
Volker Nienhaus mengusulkan supaya perkembangan
ekonomi Islam modern jangan hanya terpaku pada tingkatan
resitatif saja namun harus lebih memikirkan aspek metodologi
yang hendak dibangun seperti yang dilakukan para pendukung
pendekatan adaptif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

*Ppenjelasan mengenai pendekatan di atas juga dapat dilihat dalam,
Azhari Akmal Tarigan (all), Dasar-Dasar Ekonomi Islam  (Bandung:
Citapustaka Media, 2006), 30-40
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mengembangkan kajian ekonomi Islam keempat
\dekatan di atas dapat dipergunakan secara integratif. >

&ﬁ.ﬂ g LE L IR
& ¥ am perkembangannya ekonomi Islam mencakup
g.;._:l;."“ﬂ A

berapa pembahasan yaitu:

i gKeuangan Bank dan Non Bank

igcln mrﬁmmg keuangan merupakan aspek yang paling dominan
angkan dalam kajian ekonomi Islam. Bidang
‘merupakan aspek pertama kali yang dikembangkan

ww ekonomi Islam dimunculkan. Bidang keuangan
: perbankan dan non bank. Lembaga non bank seperti

mtanSi, pasar modal, pegadaian, leasing, sukuk, dil.

Faplen
T Di Indonesia, berdasarkan pasal 2 UU No. 21 Tahun

%08 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa perbankan
@gmb dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip

rial demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan
w'yang berasaskan prinsip syariah, adalah kegiatan usaha
yang. tidak mengandung unsur: a. riba, yaitu penambahan
pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi
pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas,

‘ 25 ww.kantakji.com/figh/Files/Economics/Islamic_EconomicsPrag
matism_Utopia.pdf diakses tanggal 12 Oktober 2013
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dw ‘waktu penyerahan (fad{l), atau dalam transaksi pinjam-

jjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas
\sembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman
karena berjalannya waktu (nasi<’ah); b. maisi<r, yaitu
saksi 'yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak
puﬁi ‘dan bersifat untung-untungan; . gharar, yaitu transaksi
m objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui
ydaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi

cukan kecuali diatur lain dalam syariah; d. haram, yaitu

ksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau e. zalim,
yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak
lainnya.
- Untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut
wplementasikan dengan baik, maka perbankan Islam

memiliki diwajibkan dewan pengawas syariah.26 Keberadaan
dewan pengawas ini sekaligus membedakan bank Islam dengan
mk-hemmnsional. Di Indonesia, menurut Keputusan Dewan
Syariah Nasional (DSN) No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman
Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (PRT DSN-MUI) dalam pasal 4 tentang fungsi dan
tugas Dewan Pengawas Syariah disebutkan bahwa Dewan

] atifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Islamic Critique of
Convenstional Financing, dalam M. Kabir Hasan (ed), Handbook of Islamic
Banking (Massachusetts: Edward Elgar, 2007), 38.
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pangwas syanah pada setiap lembaga keuangan mmepunyai

syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan

syariah syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

- aspek syariah.

2. Melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif

ama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional

~ serta memberikan pengarahan / pengawasan produk/jasa dan
kegiatan usaha agar sesuai dengan syariah.

3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan

~ dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan

MM saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga

euangan syariah yang memerlukan kajian dari Dewan
Smah Nasional.”’
~ Dengan demikian, dalam operasionalnya, bank Islam

rapkan prinsip syariah yang ketat dan selalu mendapat

asan sehingga prinsip syariah tersebut dapat diterapkan
dengan benar. Kehadiran bank Islam juga merupakan wujud
implementasi keputusan berbagai lembaga Islam di dunia yang

AR

X MY ihat, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Ciputat:
Gaung Persada, 2006), 434-435.
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telah mengharamkan bunga bank. Keputusan-keputusan tentang
aramnya bunga bank yaitu ¢

1. Keputusan Muktamar II Majma’ Buhu<ts al-Isla<miyyah
 di Kairo pada Muharram 1385 H/Mei 1965 M yang
~ dihadiri peserta dari 30 negara.

2. Keputusan Muktamar II Majma’ Figih al-Isla<miy negara-
~ negara OKI di Jeddah pada tanggal 10-16 Rabi’ul Awal
1406 H/22-28 Desember 1935 M.

3. Keputusan Majma’ Ra<bit{ah’A<lam al-Isla<miy di
~ Mekkah, Sabtu 12 Rajab 1406 H s/d Sabtu, 19 Rajab 1406
4. Keputusan Muktamar I tentang Ekonomi Islami di Kuwait,
1403 H/1983 M.

5. Keputusan Majma’ Figih Islam di India pada Jumadil
~ Awal 1410 H.

6. Keputusan Da<rIfta<, kerajaan Saudi Arabia, 1979

?’ Keputusan Supreme Shariah Court, Pakistan tanggal 22
Desember 1999.

. Di Indonesia, pengharaman bunga bank ditegaskan oleh

fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 yang

- %)\ a’ruf Amin, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke
Praktek Ekonomi Islami (Jakarta, cLSAS, 2011), 172-173.  Teks-teks
keputusan tersebut, lihat, YUsuf al-Qarawiy, Fawa<id al-Bunu<k Hiya al-
Riba< al-Bara<m (Kairo: Dar al-Wafa li al-Paba’ah wa al-Nashr wa al-
Tauzi’, 1994), 106-122.
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akan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah
hi kriteria riba yang dilarang pada jaman Nabi yaitu

wmk ’ah sehingga praktik pembungaan uang ini merupakan
m satu jﬂms riba yang diharamkan. Keharaman ini juga

adap praktik pembungaan uang bila dilakukan oleh
keamgan lain seperti asuransi, pasar modal, pegadaian,
‘ ‘ dan Jembaga keuangan lainnya termasuk yang
d ' oleh individu. Adanya legalitas dari otoritas ulama
genmg keharaman bunga bank ini menunjukkan perbedaan
gerbankan Islam dengan perbankan konvensional. Kendati
Wnk—ymduk yang dikeluarkan oleh perbankan Islam biasanya

asi oleh upaya peniruan produk konvensional,

mm perbankan Islam memiliki peluang besar untuk terus
an produk-produknya secara lebih mandiri dan

kw tanpa menghilangkan aspek ke-syariahan-nya.
;{ Zakat Infaq, Sadaqah dan Wakaf

" Qelain bidang keuangan, pada dasarnya ekonomi syariah
memberikan perhatian yang banyak kepada sektor filantropi
Ialam yaitu zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Kendati
gaembenkan kontrbusi yang besar bagi peningkatan ekonomi
?x kese].ahteraan masyarakat, kajian bidang ini agaknya masih
cukup minim jika dibandingkan dengan kajian di bidang
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keuangan terutama perbankan. Untuk masa-masa mendatang
kajian terhadap bidang zakat, infag, sadaqah dan wakaf
sdw‘mnya J'uga mendapatkan porsi yang lebih besar.

- Frips
5&1:’&01‘ bisnis

m&mg lam yang dicakup oleh ekonom Islam adalah sektor
atau sering disebut dengan sektor rill. Bidang-bidang ini

LT W

buiang usaha di bidang jasa termasuk juga kegiatan
nis dimana inti bisnisnya bukan merupakan lembaga

.. Di antara contohnya adalah hotel syariah. Selain itu,
hwms—bldang ckonomi lain juga dimasukkan ke dalam sektor
jika ymg keterhbatan perbankan di dalamnya masih minim.

e ST

- Sektor peternakan yang dikembangkan dengan sistem
marnya bisa dikategorikan sektor riil syariah.

pemahaman yang minim menjadi salah satu
penyebab kajian-kajian terhadap sektor riil syariah menjadi
terabaikan. Akad Muamalah Dalam Sektor Riil

Ekonomi Islam dalam sektor riill berbeda dengan
ckonomi Islam pada biadang keuangan. Kendati bidang
keuangan juga berhubungan dengan sektor riil, namun yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah implementasi prinsip
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DOrG, 3 :
C. Prinsip Akad Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah
bt 1}-."1"; b osabids

‘ i' Dalam kajian fikih muamalah ada beberapa prinsip yang
: W  diperhatikan dan menjadi acuan dalam menentukan
berbagai akad dalam aktifitas muamalah dan

pmgmbangan ekonomi syariah. Ketika prinsip-prinsip tersebut
maka legalitas suatu akad tidak dianggap

Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh
kecuali ditentukan lain oleh al-quran dan hadis atau ada
arangan mhadapnya ( g-x“' d.éh“ di-‘.. S I\AW\ Aldladll uﬁ Jua!

kebutuhan manusia. Menurut Jamal al-Din ’Aliyyah,

prinsip ini berimplikasi kepada: 1. Untuk mencari
kebolehan suatu bentuk muamalah tidak perlu dicari dasar
hukum syar’inya sebab hukum asal adalah mubah bukan
haram. 2. Keterangan tekstual baik dalam ayat al-Quran

YMa’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: LSAS,
2011), 293-306.
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oun hadis tidak dimaksudkan membatasi sehingga tidak
untuk membuat bentuk-bentuk muamalah

alam menciptakan bentuk muamalah baru tidak

kepada bentuk muamalah yang telah
A m dalam nash. 4. Kebolehaan tersebut bahkan tidak
perlu dianalogkan (takhrij) pada suatu pendapat fikih atau
fig-kan (penggabungan beberapa pendapat). 5. Batasan

\tuan satu-satunya hanyalah tidak melanggar nash yang

kan baik al-quran maupun hadis. 6. Oleh karena

sembuat suatu hukum muamalah maka yang

W adalah mencari nash yang melarangnya dan
 nash yang membolehkannya.”

.alah dilakukan atas dasar sukrela tanpa mengandung
WM (—=5).
3. a pelayanan sosial ( Aelais¥) deadll 3ias).
4, 1va keadilan dan keseimbangan (o)) sl Jall)
5. Twﬂcadntipu daya (o)
6. Wﬂmw (Chri—")
7. 1h dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan

menjauhkan mudharat (els adll ¢ 529 2 uliall)

e

Wjamal al-Din ‘At{iyyah, al-Bunu<k al- Isla<miyyah (Qatar:
Ri’ssah al-Mahakim al-Syari’ah wa al-Shu’tin al-Diniyyah, 1407 H), 125.
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 Berkaitan dengan bank  syariah, Ma’'ruf Amin
butkan bahwa ada 2 (dua) teori yang dapat digunakan

untuk pengembangan fikih muamalah dalam bidang ekonomi
(al-igtis{a<d wa al-ma<liyyah) yaitu, il
¥ TM memisahkan yang halal dari yang haram (tafri<q al-

ara<m min al-h{ala<l). Teori ini berdasarkan kenyataan
bahwa pada dasarnya uang bukanlah benda yang haram
secara zatnya (‘ainiyyah) tetapi karena cara mendapatkannya
(mbiyyah) Oleh karena upaya yang diperlukan adalah
uang yang diperoleh dari cara haram dari vang
dipemleh dengan cara haram. Hal ini dilakukan
d11dent1ﬁkas1 dan diketahui cara

- syariah di bank syariah, dan diperbolehkannya reksadana

~ syariah dimana bagi hasil investasi yang diperoleh harus
" bersih dari unsur haram.

2. Teori telaah ulang (i'a<dah al-naz{ar). Teori ini diterapkan

~ dengan “memperitmbangkan kembali pendapat-pendapat

‘ulama yang selama ini dianggap lemah (marju<h{) menjadi

- pendapat yang kuat (mu’tamad) dikarenakan adanya

SiMa’ruf Amin, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke
Praktek Ekonomi Islami (Jakarta, eLSAS, 2011), 44-55.




37

maslahatan baru. Contoh aplikasi teori ini adalah

md yamg Dipergunakan Dalam Sektor Riil Syariah
T Egdl

A f-

Selain lembaga keuangan serta institusi zakat dan wakaf,

erlihat juga banyak fenomena munculnya praktik bisnis
yang mnakﬂl label syariah. Di antaranya adalah hotel. Mereka

klaim bahwa hotel syariah ini tidak menjajakan minuman

kg‘ag daan prostltum Selain hotel, terdapat bisnis salon

»

ant khusus bagi muslimah, termasuk juga bengkel yang
w dan pelayanan mengedepankan akhlak dan hukum
syariah. Dari sisi produksi juga terdapat produk pertanian yang
ramah lingkungan dan tidak merugikan konsumen akibat
pesﬁséda atau zat racun lainnya (organik). Kemudian terdapat

juga rumah makan yang bernuansa syariah dan real estate yang
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enawarkan konsep perumahan Islami dan tentu saja obat-
‘am m ‘merujuk pada tradisi pengobatan Islam termasuk

t usaha yang mulai tidak mau mendapatkan bantuan

aga-lembaga keuangan non-syanah. 51

v_‘ya aphkas1 muamalah ini terlihat mencerminkan
masyarakax Indonesia yang mulai menyeluruh,
f Jslam yang semakin baik berbuah pada tuntutan

pelayanan-pelayanan muamalah sesuai dengan

mm syariah.

£x .\‘\‘ A"]h, Kt

Hapaibyah
1. Syirkah
,\u"...‘:;/h =

M ctimologis  syirkah  berarti  ikhilath

g w sehmgga tidak bisa dibedakan antara keduanya.

.:vg.

’ya, kata sylrkah itu digunakan oleh ummat Islam untuk
sebuah transaksi perkongsian dalam dunia bisnis.”

| ihat penjelasan lengkap hal ini di www.abiagsa.blogspot.com
diakses tanggal 1 Maret 2012

3 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 1V,
Darul Fikri, Beirut, 1989, him.3875
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mendefinikan syirkah secara istilah syar’i, para

yeda penekanan yang mengakibatkan perbedaan
(sional.**

Vlalikiyah mengatakan, syarikah adalah pemberian
_' kepada pihak-pihak yang bekerjasama. Artinya,
m Mimambenkan wewenang kepada partnernya atas

 harta m dimiliki bersama dengan mash tetap berwenang atas

Wnﬂsﬁn&g-masmg
Menurut Hanabilah syirkah itu adalah berhimpunnya hak
nang untuk mentasharrufkan bisnis syirkah tersebut.
W Sywﬁ'lyah, syirkah itu adalah eksisnya hak pada suatu
bisnis m dimiliki oleh dua orang atau lebih. Menurut
Hanafiyah, syirkah itu adalah suatu akad yang terjadi antara dua
oarang yang syarikat dalam modal dan keuntungan.

Definisi yang lebih tepat dan jelas adalah defisini
oh. karena secara eksplisit ia menjelaskan hakikat

:yiMW ‘sebagai akad kerjasama bisnis antara dua pihak di
mana masing-masing pihak memberikan konstribusi modal, dan
keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Defenisi-defenisi
yang lain tidak mengarah kepada substansi syirkah tetapi lebih
kepada implikasi syirkah itu sendiri. Hal itu terlihat dan kata

34 gemua definisi yang dikutip di sini merujuk kepada kitab Al-Figh
Al-Islami tulisan Wahbah Az-Zuhaily, ibid..
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k m m ng mercka gunakan dalam mendefinisikan syirkah,

;‘fwu
ﬁf,‘,\ kot % il b B agd
:?'15" mw& Sty :
mmm bersyarikat pada sepertiga’ ’ (QS. An-Nisak
.12} Mol
' wwmwuﬁwe@mwﬁu
é;m;fa« s cilallall
m&é e
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